;.
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melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

3) menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan

4) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesual dengan tugas dan fungsi.

BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN SEKDA III
Ba.cian Kesatu
Asisten Sekda IlI
Paragraf 1
Tugas
Pasal 85

Asisten Sekda Il dipimpin oleh seorang Asisten berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda, yang
mempunyai tugas:

a. merumuskan Kkebijakan lingkup Asisten Sekda I dan

b.

lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda III; _
merumuskan program kegiatan Setda dalam rangka
pembinaan pencapaian sasaran dan target kinerja lingkup
Asisten Sekda III, dan sinkronisasi regulasi Perangkat
Daerah;

merumuskan Renstra dan Renja Setda lingkup Asisten
Sekda Il sesuai RPJM Daerah;

membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan
lingkup Asisten Sekda III;

membina aparatur lingkup Asisten Sekda @I dan pelayanan
administratif pemerintah daerah;

pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda;
pengoordinasikan pengkajian dan peérumusan aspek yuridis
rancangan produk hukum peraturan perundang-undangan
daerah  yang  berkaitan dengan  penyelenggaraan
pemerintahan dan monitoring pelaksanaannya;

pengoordinasiaan pelayanan staf dan pimpinan;
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pengoordinasian lingkup Bappeda, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, dan Badan
Kepegawaian, Sandi, dan Statistik;

pengoordinasiaan pelaksanaan kehumasan baik internal
maupun eksternal;

pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis organisési
perangkat daerah dan ketatalaksanaan;

. pengkoordinasian  penyusunan rancangah peraturan

Daerah dan produk hukum Daerah lainnya;

pengendalian pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-
undangan;

meNganalisa alternatif pemecahan masalah yang berkaitan
dengan penyelenggaraan tertib hukum, pembinaan dan
pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan serta
administrasi pemerintall daerah lingkup Asisten Sekda I,
dan lingkup Setda;

meémaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
berkaitan dengan penyelenggaraan lingkup Asisten Sekda
Il sesuai dengaﬁ kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
melaksanakan koordinasi dan konsultasi, Lingkup Setda
dan/atau instansi terkait;

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup
Asisten Sekda III, secara berkala dan/atau sesuai dengan
kebutuhan;

mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas lingkup
Asisten Sekda Il kepada Sekda;dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
dan/atau atas perintah atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf?
Fungsi
Pasal 86

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85, Asisten Sekda III menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

penyusinan rumusan kebijakan lingkup Asisten Sekda III;
pengoordinasian pelaksanaan program Kkebijakan lingkup
Asisten Sekda III;

pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi lingkup
Asisten Sekda HI;

pemantauan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah lingkup Asisten Sekda III;

evaluasi pelaksanaan program kebijakan lingkup Asisten
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g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekda sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 87
(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 85, Asisten Sekda I memiliki rincian tugas:

a. menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai
bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) menetapkan jadwal kegiatan penyusunan dokumen
rencana strategis;

2) merancang konsep rencana strategis dengan péjabat
terkait lingkup Asisten Sekda III;

3) memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan
réncana strategis lingkup Asisten Sekda III;

4) mengadakan rapat Kkoordinasi pembahasan draft
réncana strategis dengan pejabat terkait;dan

5) memfinalisasi dokumen rencana strategis.

b. meéngarahkan Kkegiatan penyusunan rencana operasional
lingkup Asisten Sekda III dengan menjabarkan rencana
operasional lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda III
berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Rencana
Strategis daerah sebagai pedoman pelaksanaan -tugas,
dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana strategis daerah;

2) memetakan peluang dan hambatan organisasi dalam
pencapaian rencana strategis daerah;

3) merancang konsep program kerja berdasarkan hasil
analisis sebagai solusi dalam pencapaian rencana
strategis daerah;

4) merancang target, output dan indikator-indikator
untuk masing-masing program kerja yang akan
dilakukan;dan

5) mendistribusikan rencana operasional sesuai tugas
dan fungsi serta tanggung jawab bawahan lingkup
Asisten Sekda IIL

¢. mengoordinasikan pelaksanaan tugas lingkup Asisten
Sekda III sesuai dengan program yang telah ditetapkan
agar target kerja tercapai sesuai rencana, dengan
tahapan:

1) menelaah rencana pelaksanaan program kerja unit;

M rmarAmtirlras lracdatoem raadadtnean srmesmer sacsae o rdsalalemes
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3) mengadakan rapat koordinasi dengan bawahan atau
pihak yang terkait;dan

4) memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas.

. mengendalikan tugas lingkup Asisten Sekda I sesuai

prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka

mendukung kelancaran kegiatan operasional lingkup

Asda,dengantahapan: '

1) merancang prosedur kegiatan tugas lingkup Asisten
Sekda III;

2) memantau pelaksanaan kegiatan tugas lingkup
Asisten Sekda Ill;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tugas lingkup
Asisten Sekda I

. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan lingkup

Asisten Sekda IIl sesuai dengan tugas, tanggung jawab,

permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang

berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan

tugas, dengan tahapan:

1) menetapkanjadwal pengarahan berkala:

2) menerangkan jabaran tugas atau program lingkup
Asisten Sekda III;

3) mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam
pelaksanaan tugas bawahan;dan

4) menentukan alternatif penyelesaian pekerjaan.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam

rangka penyelenggaraan pelayanan publik, dengan

tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat
terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) menandatangani dokumen/naskah yang telah
sesuai/diperbaiki.

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup

Asisten Sekda I dengan cara membatidingkan rencana

kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan

datang, dengan tahapan: '

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup
Asisten Sekda III;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
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menghimpun masukan atau kendala yang dialami
dalam pelaksanaan kegiatan;dan

memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

h. menyusun laporan  pelaksanaan tugas urusan
Pemerintahan Daerah lingkup Asisten Sekda IH secara

berkala sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja,
dengan tahapan:

i

]

1)
2)
3)
4)

mempelajari laporan pelaksanaan tugas bawahan;
menelaah laporan kemajuan pelaksanaan tugas;
memberikan catatan/perbaikan;dan

membuat laporan pelaksanaan tugas.

menyelenggarakan penyusunan laporan tahunan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai
bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1)

2)

3)

4)

5)

menetapkan jadwal kegiatan penyustunan laporan
tahunan;

merancang Konsep rencCana penyusunan pelaporan
dengan pejabat terkait lingkup Asisten Sekda III;
memantau  pelaksanaan  kegiatan  penyusunan
pelaporan lingkup Asisten Sekda III;

mengadakan rapat koordinasi pembahasan draft

perencanaan dan pelaporan dengan  pejabat
terkait,dan

memfinalisasi dokumen pelaporan,

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian

tujuan organisasi, dengan tahapan:

1)

2)

3)

4

mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sestai dengan tugas dan
fungsidan

memberikan saran dan masukan terhadap
pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan
tugas dan fungsi.
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Bagian Umum.

Bagian Kedua

Bagian Organisasi dan Reformasi Bircokrasi

Paragraf 1
Tugas
Pasal 88

Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Asisten, mempunyai tugas:

a. memfasilitasi:

1)

2)

3

perumusan kebijakan lingkup Bagian Organisasi dan
Reformasi Birokrasi:

perumusan program kegiatan lingkup Bagian Organisasi
dan Reformasi Birokrasi dalam rangka pembinaan
pencapaian sasaran dan target kinerja lingkup
Pemerintah daerah;dan

perumusan Renja Bagian Organisasi dan Reformasi

Birokrasi dan penyiapan bahan Renstra Setda sesuai
RPJM Daerah.

b. melayani urusan:

1)

2)

4

5)

pembinaan aparatur lingkup Bagian Organisasi dan
Reformasi Birokrasi dan administratif pemerintah
daeral;
penganalisis alternatif pemecahan masalah yang
berkaitan dengan penyelenggaraan tertib hukum,
pembinaan dan pengembangan organisasi dan
ketatalaksanaan serta administrasi pemerintah daerah
lingkup Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
pemberian  rekomendasi/pertimbangan  pemecahan
masalah yang dihadapi lingkup Bagian Organisasi dan
Reformasi Birokrasi;
penetapan  kebijakan  pembentukan, pengaturan
penyempurnaan dan perubahan kelembagaan perangkat
Daerah, penetapan kebijakan harmonisasi hubungan
antar susunan Pemeérintahan;
penetapan  kebijakan  ketatalaksanaan  perangkat
Daerah yang meliputi hubungan kerja Perangkat
Daerah, Prosedur Tetap/Standard Operating Prosedur
(SOP) serta pembinaan pelayanan publik;

6) penetapan ...
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6) penetapan kebijakan pengembangan fungsi aparatur
meliputi Analisis Beban Kerja, Analisa ~Jabatan,
Informasi Jabatan, dan Standard Kompetensi Jabatan
Struktural;

7) penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Bagian sebagai
bagian dari Penetapan Kinerja (PK).Sekretariat Daerah;

8) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak
lanjut Hasil Pemeriksaan;

9) monitoring, evaluasi dan pengendalian akuntabilitas
kinerja, standar operasional prosedur, penetapan
kinerja, perjanjian kerja, indikator kinerja utama,
penyelenggaraan tata naskah dinas standar kompetensi
aparatur pemerintah, beban kerja, reformasi birokrasi
dan budaya keraja basi organisasi perangkat daerah;

10) pengelolaan  pengaduan  masyarakat di  bidang
perumusan kebijpkan Urusan yang menjadi kewenangan
daerah;

11) memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
berkaitan dengan penyelenggaraan lngkup Bagian
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sesuai dengan
kewenangan dan ketentuan yang berlakuy; '

12} penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup
Bagian Organisasi dan Reformasi BirokraSi secara
berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan,;

13) pempertangsungiawaban  hasil  pelaksanaan .tugas
lingkup Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
kepada Asisten Sekda III;

14) penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Bagian sebagai bagian dari Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj) Bagian sebagai bagian dari Laporan
Kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daérah;

15) pengumpulan dan penyuSunan bahan laporan
pertanggungjawaban Walikota atas penye€lenggaraan
pemerintah daerah sesuai pedoman yang berlaku;dan

16) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
dan/atau atas perintah atasan sesUai dengan wewenang
bidang tugasnya.

c. mengoordinasikarn:

1) pelaksanaan konsultasi, baik dengan pejabat lingkup
Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

2) pembinaan kegiatan lingkup Bagian Organisasi dan
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Reformasi Birokrasi dalam upaya peningkatan kinerja
aparatur daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf2
Fungsi
Pasal 89
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88, Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rumusan kebijakan lingkup Bagian Organisasi
dan Reformasi Birokrasi;
b. pongordinasian pelaksanaan program kebijakan lingkup
Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
c. pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi lingkup
Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
d. pemantauan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah;
e. evaluasi pelaksanaan program kebijakan lingkup Bagian
Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
f. pelaporan pelaksanaan  program kebijakan  Bagian
Organisasi dan Reformasi Birokrasi;dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Sekda IIf
sesuai bidang tugasnya.

Paragraf3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 90

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 88, Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

memiliki rincian tugas:

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman
pelaksanaan tugas, dengan tahapan: :

1) mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup
Asisten Sekda II dan membagi tugas pengumpulan
bahan lngkup Bagian Organisasi dan Reformasi
Birokrasi;

2) mengoordinasikan  konsep reéncana  penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Asisten
Sekda. III; '

3! memberikan .__
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4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
pimpinandan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

. pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup

Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi I dengan

menjabarkan rencana operasional Bagian Organisasi dan

Reformasi Birokrasi berdasarkan SOP dan Renstra Setda

sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) menelaah program kerja;

2) merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

3) merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan program ketja;

4) merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan
operasional dalam pelaksanaan program kerjadan

5) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan
tugas pokok dan tanggungjawab.

. mengoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup Bagian

Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan tugas,

fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas

yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan

tahapan:

1) menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-
kegiatan yang harus dilaksanakan;

2) mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan
kewenangan bawahan;

3) membagi tugas kepada pejabat terkaitdan

4) menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan
tugas.

. pelaksanaan tugas lingkup Bagian Organisasi dan

Reformasi Birokrasi sesuai prosedur dan ketentuan yang

berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan

operasional lingkup Setda, dengan tahapan:

1) merumuskan prosedur kegiatan tugas lingkup l%agian
Organisasi dan Reformasi Birokrasi,

2) pelaksanaan kegiatan tugas lingkup Bagian Organisasi
dan Reformasi Birokrasidan

3) mengevaluasi pelaksanaan Kkegiatan tugas lingkup
Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bagian

Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai

target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
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kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bagian

Organisasi dan Reformasi Birokrasi dengan cara

membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang

telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

rencana vang akan datang, dengan tahapan:

1} mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup
Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrast;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program ker ja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Bagian

Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan tugas

yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud

pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat, dengan

tahapan;

1) menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;

2} mereview konsep laporan;

3} mengkonsultasikan konsep laporan kepada
pimpinan;dan

4) memfinalisasi laporan.

penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku sebagai bahan

pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) mengoordinasikan dengan pejat 1) mengoordinasikan ... n
Organisasi dan Reformasi Birokrasi dan membagi tugas
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2) mengoordinasikan  konsep rencana  penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lngkup Bagian
Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada pejabat terkait lingkup Bagian Organisasi dan
Reformasi Birokrasi;

4) mengkonsultasikan draft penyustunan pelaporan kepada
pimpinan;dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap

' pelaksanaan tugas lain;

3) menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsidan

4) memberikan saran dan masUkan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasimembawahi:

a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;

b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
c. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

Bagian Ketiga
Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan
Paragraf 1
Tugas
Pasal 91 .
Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di
bawah dan bertangggung jawab Kepala Bagian, yang
mempUnyai tlgas:
a. menyiapkan:
1) penyusUnan program dan Renja Sub Bagian sesUai
tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan;
2) pengumpUlan data, informasi dan peraturan
perundang-Undangan lingkup kelembagaan, analisis
jabatan dan analisis beban kerja;
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12)

13)

14)
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pelaksanaan pengoordinasian dan fasilitasi
penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota lingkup kelembagaan, analisis
jabatan, dan analisis beban kerja, evaluasi jabatan;
pelaksanaan pengoordinasian dan fasilitasi survey
kapasitas organisasi, dan penyusunan standar
kompetensi jabatan;

penelitian dan persiapan Rancangan Peraturan
Daerah dan Peraturan  Walikota tentang
penyelllpurnaan, pengeMbangan, pembentukan dan
penghapusan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah,;

pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan
singkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan
instansi terkait sesuai dengan kewenangannya;
perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;
pelaksanaan  sinkronisasi, harmonisasi, dan
pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan
lingkup Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa
Formasi Jabatan;

penyusunan norma, standar, prosedur dan
ketentuan  pelaksanaan tugas Sub Bagian
Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan dan
lingkup Perangkat Daerah,

pelaksanaan monitoring, evaluasi Perangkat Daerah
terkait Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa
Formasi Jabatan,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian
Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;
pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatan Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa
Formasi Jabatan dan penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja Sub Bagian Kelembagaan dan
Analisa Formasi Jabatan;

penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
Bagian Kelembagaan dan  Analisa  Formasi
Jabatan;dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan

sub

bagian terkait, sesuai dengan peraturan dan

ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan
tugas.
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Paragraf 2
Fungsi
Pasal 92

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 91, Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa

Formasi Jabatan menyelenggarakan fungsi: '

a. penyusunan bahan kebijakan teknis operasional lingkup
kelembagaan dan instrumen analisis jabatan dan analisis
beban kerja; :

b. pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kelembagaan
dan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;

c. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas lingkup kelembagaan dan instrumen
analisis jabatan dan analisis beban kerja;

d. pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan lingkup kelembagaan dan instrumen analisis
jabatan dan analisis beban kerja; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan

Paragraf2
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 93

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91, Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa
Formasijabatan, memiliki tugas:

a. penyiapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian
sesuai dengan Kketentuan dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5} memfinalisasi dokumen pelaporan.

b. mengendalikan  pelaksanaan  penyusunan  rencana
operasional Sub Bagian berdasarkan relcana operasional
sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan
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2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan;

4) menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan;dan

5) membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.

. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang
harus dilaksanakan;

2) membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahandan

4} menentukan target waktu penyelesaian.

. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

1) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan wurusan tugas Sub
Bagian;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian. -

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub Bagian

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinasyang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinasdari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

- ~ 1 s PR, [ S |
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. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub
Bagian dengan cara membandingkan rencana kegiatan
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan
tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan,

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatandan

5 memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian

secara. berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja

Sub Bagian, dengan tahapamn:

1) menganalisis capaian kinerja bawahan;

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan

4} memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian, :

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung,dan ‘

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian



1)

2)

3)

4)
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mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi}dan
memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat

Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

Paragraf 1
Tugas
Pasal 94

Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan
bertangggung jawab Kepala Bagian, yang mempunyai tugas:

a. menyiapkan:

1]

2)

3)

4)

S

6)

8

9

penyusunan program kerja Sub Bagian
Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;

perumusan Kkebijakan teknis, kebijakan pelaksanaan
tugas Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan
Publik;

mengumpulkan dan menganalisa data lingkup
ketatalaksanaan sebagai bahan perumusan kebijakan;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan kebijakan teknis operasional lingkup
ketatalaksanan;

melaksanakan  penyusunan = pedoman  evaluasi
penyelenggaraan kebijakan Daerah lingkup
ketatalaksanan,

melaksanakan penyiapan bahan perumusan metode,
sistem dan prosedur kerja;

melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem dan
prosedur kerja;

melaksanakan penataan ketatalaksanaan Pemerintah
Daerah;

melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah,
Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota lingkup
ketatalaksanaan;



11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
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melaksanakan penyusunan, membina dan
mensosialisasikan tata naskah dinas;

melaksanakan penyusunan dan mensosialisasikan
pakaian dinas;

pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan
pengendalian program Sub Bagian Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik;

pengumpulan, pengolahan, penyiapan data Sub Bagian
Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;

pelaksanaan koordinasi Perangkat Daerah yang yang
berkaitan Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan
Publik; .
penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan .
pelaksanaan tugas Sub Bagian Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik dan Perangkat Daerah yang berkaitan
Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
yang berkaitan Sub Bagian Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian
Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;

pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatan Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan
Publik penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja
Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;

20) penyusunan laporan akuntabilitas dan kinega Sub

Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;dan

21) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bagilan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan
instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 95

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 94, Kepala Sub Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
menyelenggarakan fungsi:

1)

—

Penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
2) Penyiapan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah

[ [ T TYe dmn —————— LB R
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3) penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan
fungsi unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;

4) penyiapan pemantalan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;

S) penyiapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atall Badan sesuai
bidang tugasnyadan

6) penylapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atall Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian
sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 96

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 94, Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan

Publik, memiliki tugas:

a. penyiapan data peényusUnan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian
seslai dengan ketentUan dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dehgan
tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengarn pejabat terkait lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian,; '

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

b. mengendalikan  pelaksanaan  penyusunan rencana
operasional Sub Bagian berdasarkan rencana operasional
sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan: ‘
1) menelaah reficana operasional sekretariat;

2) mengidentifi kasi kriteria hasil kerja untuk setiap kegiatan
dalam rencana operasional;
3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
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4) menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan;dan

5 membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian

_ sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang
harus dilaksanakan;

2} membagi tugas kepada bawahan; 7

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;dan

4) menentukan target waktu penyelesaian.

. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang

berlaku untuk mendukung Kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

1) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian.

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub Bagian

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahar;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinasyang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinasdari Pejabat terkait;

2} mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

g. mengevaluasi ...
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. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian dengan cara membandingkan rencana kegiatan

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan

tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian
secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja
Sub Bagian, dengan tahaiaan:

1} menganalisis capaian kinerja bawahan,

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan

4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana  penyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian,

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5 memfinalisasi dokumen pelaporan.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan Kketéntuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapar:

1\ memmelaiari tueas lain vang diberikan oleh pimpinan



-161-

meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
memberikan saran dan masuken terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima

Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Paragraf 1
Tugas
Pasal 97

Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di
bawah dan bertangggung jawab Kepala Bagian, yang
mempunyai tugas:

. a. menyiapkan:

1)

2)

8)

9

penyusunan program kerja Sub Bagian Akuntabilitas
Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

perumusan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis
Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi
Birolcrasi;

mengumpulkan dan menganalisa data lingkup
akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi sebagai
bahan perumusan kebijakan;

melaksanakan  penyajian data dan  informasi
kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
melaksanakan asistensi, konsultasi dan koordinasi
penyeleniggaraan SAKIP;

melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, dan reformasi
birokrasi;

melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasi penyusunan
LKIP Pemerintah Daerah;

melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasi penyusunan
laporan LKIP Sekretariat Daerah;

melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasi penyusunan
Penetapan Kinerja Perangkat Daerah dan Walikota;

10) melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasi penyusunan

Indikator Kinerja Utama;

11) pengoordinasian dan  penyusunan Bahan LKIP

Sekretariat Daerah, Penetapan Kinerja Sekretariat
Daerah. bahan LKPJ Walikota, LPPD dan bahan IPPD;
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12) pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan
pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan lingkup
Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi
Birokrasi;

13) pengumpulan, pengolahan, penyiapan data Sub Bagian
Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

14) melaksanakan hubungan kega pelaksanaan tugas
dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

15) penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan
peleksanaan tugas Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
dan Reformasi Birokrasi dan Perangkat Daerah yang
berkaitan dengan Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan
Reformasi Birokrasi;

16) pelaksanaan monitoring, dan evaluasi Perangkat
Daerah yang berkaitan Sub Bagian Akuntabilitas
Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

17) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian
Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

18} pengumpulan dan pengolahan data Ilaporan hasil
kegiatan Sub Bagian Akuntabilitas * Kinerja dan
Reformasi  Birokrasi dan penyusunan laporan
akuntabilitas dan kinerja Sub Bagian Akuntabilitas
Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

19} penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
Bagian Akuntabilitas Kinerja .dan Reformasi Birokrasi,
dan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah
Daerah;dan

20) melaksanakan tugas-tugas Iain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan

Instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan

yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 98

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 97, Kepala Sub Bagian akuntabilitas kinerja dan

reformasi birokrasi menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
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2) Penyiapan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang
tugasnya;

3) penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan
fiungsi unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;

4) penyilapan pemantauan pelaksanaan program Kkebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;

5) penyiapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

6) penyiapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian
sesuai bidang tugasnya

Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 99

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 97, Kepala Sub Bagian akuntabilitas kinerja dan

reformasi birokrasi, memiliki tugas:

a. penyiapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
sebagai hahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifi kasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian;

4} mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5) memfi nalisasi dokumen pelaporan.

b. mengendalikan  pelaksanaan  penyusunan  rencana
operasional Sub Bagian berdasarkan rencana oOperasional
sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:
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2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3} menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan; . A

4) menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasamdan

5) membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesuai dengan tugas dan tanggungjawab _

. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

dengan tahapan: |

1) menjabérkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan;

2) membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;dan

4) menentukan target waktu penyelesaian.

. mengelola Urusan tugas Sub Bagian sestai ketentuan yang

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

1) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian.

. mengawasi pelaksanaan tugas bawaban lingkup Sub

Bagian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3} mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinasyang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1} memeriksa dokumen/naskah dinasdari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
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3) membubuhkan  paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian dengan cara membandingkan rencana kegiatan

dengan Lkegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan

tahapan:

1} mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian;

2} mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan Lkegiatan
dengan program kerja;

3} menjelaskan pefbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatandan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian
secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja
Sub Bagian, dengan tahapan:
1} menganalisis capaian kinerja bawahan;
2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;
3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan
4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas. '
menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian,

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5 memfinalisasi dokumen pelaporan.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tuiuan organisasi. dengan tahapan:
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meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Paragraf 1
Tugas
Pasal 100

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Asisten Sekda III, mempunyai tugas:

a. memfasilitasi:

1)

2)

3)

perumusan kebijakan lingkup Bagian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, dan Perangkat Daerah yang berkaitan
dengan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
perumuUsan program kegiatan lingkup Bagian Hukum dan
Hak Asasi Manusia dalam rangka pembinaan pencapaian
sasaran;dan

perumusan Renja Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dan penyiapan bahan Renstra Setda sesuai RPJM Daerah.

b. melayani urusan:

1)

2)

3)

4

S)

pembinaan aparatur lingkup Bagian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

penganalisis  alternatif pemecahan masalah yang
berkaitan dengan penyelenggaraan tertib hukum,
pembinaan dan  pengembangan organisasi dan
ketatalaksanaan Serta administrasi pemerintah daerah
lingkup Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
menyusun dan melaksanakan kebijakan Pemerintah
Daerah lingkup hukum,

melaksanakan fasilitasi penyusunan pedoman dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkup penyusunan
peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan
HAM, serta administrasi, dokumentasi dan evaluasi
hukum;

penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum bagi
Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam
pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
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6} mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan

8)

9)

10)

11
19)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan
atau Peraturan Pelaksanaan kebijakan Daerah lainnya;
melaksanakan failitasi bantuan hukum atas terjadinya
perkara;

melaksanakan penyelarasan produk hukum Da€rah
dengan peraturan perundang-undangan yang Ilebih
tinggi;

melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi produk
hukum;

pengumpulan bahan perumusan penyusunan produk
hukum daerah;

fasilitasi penetapan produk hukum daerah;

penyusunan himpunan peraturan perundang-undangan
dan produk hukum Daerah;

pengharmonisasian produk hukum daerah dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
pelaksanaan  pendokumentasian  dan  sosialisasi
peraturan perundang-undangan dan produk hukum
daerah secara konvensional dan/atau elektronik;

pelaksanaan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah
yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD);

pengkajian dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
produk hukum daerah;

pentyusunan Program Legislasi Daerah;

pelaksanaan legalisasi produk-produk hukum daerah
yang ditandatangani oleh Walikota kecuali di bidang
kepegawaian,

pemberian  rekomendasi/pertimbangan  pemecahan
masalah yang dihadapi lingkup Bagian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dan Perangkat Daerah kepada Asisten
Sekdalll;

memaraf dan/atau - menandatangani naskah dinas
berkaitann dengan penyelenggaraan lingkup Bagian
Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan
kewenangan dan ketentuan yang berlaku;

21) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara berkala
dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

22) pempertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas

lingkup Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada
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23) penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Bagian sebagai bagian dari lLaporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj Bagian sebagai bagian dari Laporan
Kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah;

24) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak
lanjut Hasil Pemeriksaan; ‘

25) pengumpulan dan  penyusunan bahan laporan
pertanggungjawaban Walikota atas penyelenggaraan
pemerintah daerah sesuai pedoman yang berlaku;dan

26) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
dan/atau atas perintah atasan sesuai dengan wewenang
bidang tugasnya.

mengoordinasikan:

1) pelaksanaan konsultasi, baik dengan pejabat lingkup
Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Perangkat
Daerah yang berkaitan dengan Bagian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

2) pembinaan kegiatan lingkup Bagian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, dan Perangkat Daerah Bagian Hukum
dan Hak Asasi Manusia;dan

3) program dan pelayanan pada Perangkat Daerah yang
berkaitan dengan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dalam upaya peningkatan Lkinerja aparatur daerah
sesuai dengan bidang tugasnya.

4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Daerah sesuai dengan tugas pokoknya melalui
Asisten.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 101

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100, Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusuflan rumusan kebijakan lingkup Bagian Hukum

dan Hak Asasi Manusia;

b. pongordinasian pelaksanaan program kebijakan lingkup

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi lingkup

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

d. pemantauan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah

Daerah lingkup Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
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f. pelaporan pelaksanaan program kebijakan lingkup Bagian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;dan

b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Sekda III
sesuai bidang tugasnya.

Paragraf3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 102

d. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 100, Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia

mermniliki rincian tugas:

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang Dberlaku sebagai bahan pedoman
pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup Setda
dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengoordinasikan  konsep rencana  penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Setda; '

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada pejabat terkait lingkup
Setda;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
pimpinan;dan

5) memlfinalisasi dokumen pelaporan.

b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup

Bidang dengan menjabarkan rencana operasional lingkup
asisten berdasarkan SOP dan Renstra Setda sebagai

pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) menelaah program kerja Asisten;

2) merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

3) merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan program Kerja;

4) merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan
operasional dalam pelaksanaan program kerja;dan

5) mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bagian
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

c. mengoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup
sekretariat sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien, dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-
kegiatan vang harus dilaksanakan;



-170-

2) mengkiasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan
kewenangan bawahar;

3) membagl tugas kepada pé_]'abat terkait;dan

4) menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan
tugas.

. pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Fasilitasi Produk

Hukum, Sub Bagian Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia

dan Konsultasi dan Sub Bagian Dokumentasi, Evaluasi,

dan Penyuluhan Hukum, sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran Kegiatan

operasional lingkup Setda, dengan tahapan:

1) merumuskan prosedur kegiatan lingkup Sub Bagian
Fasilitasi Produk Hukum, Sub Bagian Bantuan Hukum,
Hak Asasi Manusia dan Konsultasi dan Sub Bagian
Dokumentasi, Evaluasi, dan Penyuluhan Hukum;

2) pelaksanaan kegiatan bina lingkup Sub Bagian Fasilitasi
Produk Hukum, Sub Bagian Bantuan Hukum, Hak Asaéi
Manusia dan Konsultasi dan Sub Bagian Dokumentasi,
Evaluasi, dan Penyuluhan Hukum;dan '

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Sub Bagian
Fasilitasi Produk Hukum, Sub Bagian Bantuan Hukum,
Hak Asasi Manusia dan Konsultasi dan Sub Bagian
Dokumentasi, Evaluasi, dan Penyuluhan Hukum.

. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bagian sesuai

dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menentukanjadwal penyeliaan tugas bawahan;

2) menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil
kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang
berhubungan dengan urusan Kkedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaikidan

3) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen /naskah vane telah sesuai/diperbaiki.
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g mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bagian
dengan cara membandingkan rencana Kkegiatan dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup
Sekretariat; _

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerija;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegidtan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan,

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Bagian
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja
Sekretariat, dengan tahapan;

1) menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;

2} mereview konsep laporan;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada
pimpinan;dan

4} memfinalisasi laporan.

i. penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban,
dengan tahapan:

1) mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup Bagian
dan membagi tugas pengumpulan bahan;

9) mengoordinasikan  konsep rencana  penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada pejabat terkait lingkup Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
pimpinan;dan

5 memfinalisasi dokumen pelaporan.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap

nelalrsanaan hiicas lam:
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menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain vang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2} Bagian Hukum dan Hak Asasi manusia, membawahi:
a. Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum;

b. Sub

Bagian Bantuan Hukum, Hak Asai Manusia dan

Konsultasi;
c. Sub Bagian Dokumentasi, Evaluasi, dan Penyuluhan Hukurmn.

Bagian Ketujuh

Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum

Paragraf 1
Tugas
Pasal 103

Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertangggung
jawab Kepala Bagian, yang mempunyai tugas:

a. menyiapkan:

1
2)
3

4)

5)
)

7)
8)

9

10)

penyusunan program kerja Sub Bagian Fasilitasi Produk
Hukum;

perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Fasilitasi Produk Hukum;

penyusunan Kkebijakan teknis Sub Bagian Fasilitasi
Produk Hukum;

pengumpulan dan analisa data lingkup penyusunan
peraturan  perundang-undangan  sebagai  bahan
perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan
produk hukum Daerah;

penyusunan dan perumusan produk hukum Daerah;
pelaksanaan konsultasi, koordinasi, dan bimbingan
teknis penyusunan produk hukum Daerah;

pengkajian dan perumusan produk hukum Daerah yang
disampaikan oleh Perangkat Daerah/unit ketja;
penyusunan dan pengusulan produk hukum Daerah;
pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan
pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan lingkup
Sub Bagian PFasilitasi Produk Hukum;

melaksanakan hubungan kerja pelaksanaan tugas
dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat sesuai dengan  tugas dan
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11) pelaksanaan koordinasi lingkup Sub Bagian Fasilitasi
Produk Hukum;

12)- pelaksanaan pembinaan lingkup Sub Bagian Fasilitasi
Produk Hukum,;

13) penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian - Fasilitasi Produk
Hukum,

14} pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
lingkup Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum;

15) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian
Fasilitasi Kecamatan; '

16) pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatann Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum
penyusunan laporan akuntabilitas dan k[nexja Sub
Bagian Fasilitasi Produk Hukum;

17} penyusunan laporan akuntabilitas dan kmerja Sub
Bagian Bagian Fasilitasi Produk Hukum;dan

18) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan

instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 104

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 103, Kepala Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum
menyelenggarakan fungsi:

a

b.

Penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
Penyiapan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang
tugasnys,

penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;
penyiapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;

penyiapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

peny1apan pelaporan pelaksanaan program keb1_]akan

1 T 1 ™ 1 4 A ..o T 1
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g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian
sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 105

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 103, Kepala Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum,

memiliki tugas:

a. penyiapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan: '

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan  konsep rencana — penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagiau;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5 memfinalisasi dokumen pelaporan.

b. mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana
operasional Sub Bagian bgdasarkan rencana operasional
sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapam: o
1} menelaah rencana operasional sekretariat;

2) mengidentifi kasi kriteria hasil kerja untuk setiap kegiatan
dalam rencana operasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan;

4) menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan;dan

5 membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub
Basian sesual dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab
masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang
harus dilaksanakan;

2) membagi tugas kepada bawaharn;
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4) menentukan target waktu penyelesaian.

mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

1) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan wurusan tugas Sub
Bagian;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian.

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang ditharapkan, dengan tahapan:

1} menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi Kkesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis,

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinasdari Pejabat terkait;

2} mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3] membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lihgkup Sub

Bagian dengan cara membandingkan rencana kegiatan

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan

tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian,

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program Kkerja;

3) menjelaskan perbaﬁdingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan denhgan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian

secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
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1) menganalisis capaian kinerja bawahan;
2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;
3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan
4} memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.
i menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku sebagai " bahan

pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyUsunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

3) menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsidan

4} memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedelapan
Sub Bagian Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia dan Konsultasi
Paragraf 1
Tugas
Pasal 106
Sub Bagian Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia dan
Konsultasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian,
berkedudukan di bawah dan bertangggung jawab Kepala
Bagian, yang mempunyai tugas:

a. menviapkan:



- 177 -

1) penyusunan program kerja Sub Bagian Bantuan
Hukum, Hak Asasi Manusia dan Konsultasi;

2) perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia dan Konsultasi;

3) penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Bantuan
Hukum, Hak Asasi Manusia dan Konsultasi;

4] pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan
pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan lingkup
Sub Bagian Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia dan
Konsultasi;

5) pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bantuan
hukum sebagai bahan perumusan kebijakan;

6) melaksanakan pelayanan konsultasi dan bantuan
hukum dan HAM dan fasilitasi HAM

7) pengumpulan, pengolahan, penyiapan data Sub Bagian
Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia dan Konsultasi:

8 pelaksanaan koordinasi lingkup Sub Bagian Bantuan
Hukum, Hak Asasi Manusia dan Konsultasi;

9) pelaksanaan pembinaan lingkup Sub Bagian Bantuan
Hukum, Hak Asasi Manusia dan Konsultasi;

10) penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Bantuan Hukum, Hak
Asasi Manusia dan Konsultasi; -

11) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
lingkup Sub Bagian Bantuan Hukum, Hak Asasi
Manusia dan Konsultasi;

12) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian
Banltuan Hukum, Hak Asasi Manusia dan Konsultasi;

13) pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum, Hak Asasi
Manusia dan Konsultasi penyusunan laporan
akuntabilitas dan kinerja Sub Bagian Bantuan Hukum,
Hak Asasi Manusia dan Konsultasi;

14) penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
Bagian Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia dan
Konsultasi;dan

2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

melakukan  koordinasi, konsultasi, dengan instansi

terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
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Paragraf 2
Fungsi

Pasal 107

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Hak Asasi

Manusia dan Konsultasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. Penyiapan pelaksanaan program Lkebijakan Pemerintah
Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang
tugasnya,

c. penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;

d. penyiapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya,

e. penyiapan evaluasi pelaksanaan program  kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

f vpenyiapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan ,

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya. |

Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 108

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 106, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Hak Asasi

Manusia dan Konsultasi, memiliki tugas:

a. penyiapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

9} mengkoordinasikan konSep rencana penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian:
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4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsungdan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana

operasional Sub Ba.an berdasarkan rencana operasional

sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan

tahapan:

1) menelaah rencanea operasional sekretariat;

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan;

4) menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan;dan

5 membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesuai dengan tugas dan tfanggungjawab.

mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

dengan tahapan:

I) menjabarkan rencana Lkegiatan menjadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan;

2} membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;dan !

4) menentukan target waktu penyelesaian.

mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan: '

1) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian,

mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil ketja;

N moanadoniifilrnal lraanlnlhas lasadl Trasdin cmecend Je e
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4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinasyang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinasdari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki

. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian dengan cara membandingkan rencana Kkegiatan

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan, dan réncana yang akan datang, dengan

tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian,

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan Kkegiatan
dengan program kerja;

3} menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

. melaporkan pelaksanaan kineria urusan tugas Sub Bagian

secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja

Sub Bagian, dengan tahapan:

1) menganalisis capaian kinerja bawahan;

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan

4 memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas..

menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan

Jlingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian sesuai dengan ketentuan dan peraturan

yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan

tahapan:

1} menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan  konsep rencana  penvusunan
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memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian;

mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

memfinalisasi dokumen pelaporan.

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1)
2)
3

4

mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan refierensi dan regulasi terkait;

meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
ptlaksanaan tugas-lain;

menjalankan tugas Iain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpi nan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kesembilan

Sub Bagian Dokumentasi, Evaluasi, dan Penyuluhan Hukum

Paragraf 1
Tugas
Pasal 109

Sub Bagian Dokumentasi, Evaluasi, dan Penyuluhan Hukum
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di
bawah dan bertangggung jawab Kepala Bagian, yang
mempunyai tugas:

a. menyiapkan:

1
2)

3)

penyusunan program kerja Sub Bagian Dokumentasi,
Evaluasi, dan Penyuluhan Hukum,;

perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Dokumentasi, Evaluasi, dan Penyuluhan Hukum;
pengumpulan, analisis data lingkup administrasi,
dokumentasi, dan evaluasi hukum sebagai bahan
perumusan kebijakan

penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Dokumentasi,
Evaluasi, dan Penyuluhan Hukum;

pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan
pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan lingkup
Sub Bagian Dokumentasi, Evaluasi, dan Penyuluhan .
Hukum; N
pelaksanaan koordinasi dan pembinaan lingkup Sub
Bagian Dokumentasi, Evaluasi, dan Penyiluhan
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7) penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Dokumentasi, Evaluasi,
dan Penyuluhan Hukum;

8 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
lingkup Sub Bagian Dokumentasi, Evaluasi, dan
Penyuluhan Hukum;

9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian
Dokumentasi, Evaluasi, dan Penyuluhan Hukum;

10) pengumpulan dan pengolehan data laporan hasil
kegiatan Sub Bagian Dokumentasi, Evaluasi, dan
Penyuluhan Hukum penyusunan laporan akuntabilitas
dan kinerja Sub Bagian Dokumentasi, Evaluasi, dan
Penyuluhan Hukum; '

11) penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
Bagian Dokumentasi, Evaluasi, dan Penyuluhan
Hukum;dan '

12) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

melakukan koordinasi, dan konsultasi dengan instansi

terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf?2
Fungsi
Pagal 110

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109, Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Evaluasi, dan
Penyuluhan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

I

penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
Penyiapan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang
tugasnya; '

pehyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;
penyiapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;

penyiapan evaluasi pelaksanaan program Kkebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

penyiapan pelaporan pelaksanaan program Kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

pelaksanaan fungsi lain vang diberikan Kepala Bagian
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Paragraf3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 111

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 109, Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Evaluasi, dan

Penyuluhan Hukum, memiliki tugas:

& penylapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian
sesuai dengan Lkefentuan dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan  konsep rencana  penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsungdan .

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

b. mengendalikan  pelaksanaan  penyusunan  rencana
operasional Sub Bagian berdasarkan refncana operasional
sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan: .

1) menelaah rencana operasional sekretariat;

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan;

4) menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan;dan ,

5) membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub
Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab
masing-masing unfuk kelancaran pelaksanaan tugas,
dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana kegiatan menjadi fugas-tugas
yang harus dilaksanakan;

2} membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;dan
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d. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Bagian, dengan tahapan:

4) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

5) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian;dan

6) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian.

e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub
Bagian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
1) menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2) mementukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis.

f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinasyang
berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan
tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinasdari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

g mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub
Bagian dengan cara membandingkan rencana kegiatan
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan
tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian;

2] mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kertjg;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

h. melaporkan ..
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h. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian
secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja
Sub Bagian, dengan tahapan:

1) menganalisis capaian kinerja bawahan;

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan

4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

i. menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian sesuai dengan Kketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian;

3} memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasin langsung,dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpin_é.n
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan: |
1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta- arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

3) menjalankan tugas lain berdasarkan araban dan
petunjuk pimpinan Sesuai dehgan tugas dan fungsi;dan

4) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.
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Bagian Kesepuluh
Bagian Umum
Paragraf 1
Tugas
Pasal 112

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian-
| berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Asisten Sekda III, mempunyai tugas:

a. memfasilitasi;

1)
2)

3)

perumusan kebijakan lingkup Bagiah Umumg;
perumusan program kegiatan lingkup Bagian Umum
dalam rangka pembinaan pencapaian sasaran dan target
kinerja lingkup Bagian Umum;dan ‘
perumusan Renja Bagian Umum dan penyiapan bahan
Renstra Setda sesuai RPJM Daerah;

b. melayani urusan;

1)

2)

3)

penyiapan bahan pelaksanaan adminitrasi umum,
tatausaha pimpinan, rumah tangga den kepegawaian
setda, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan asset
setda, dan hubungan masyarakat dan protokol,

penganalisis alternatifi pemecahan masalah yang
berkaitan dengan penyelenggaraan tertib hukum,
pembinaan dan  pengembangan organisasi dan
ketatalaksanaan serta administrasi pemerintah daerah
lingkup Bagian Umum dan lingkup Setda;
ketatausahaan untuk mendukung pelaksanaan tugas
lingkup rumah  tangga  Pimpinan, pengadaan,
pengelolaan Aset Setda, Humas, Protokol, dan
kepegawaian Sekretariat Daerah;
pembinaan pengelolaan rumah tangga Pimpinan,
pengelolaan aset dan kepegawaian Sekretariat Daerah;
proses pengusulan penetapan pengguna barang dan
kuasa pengguna barang lingkup Sekretariat Daerah; .
pemberian  rekomendasi/pertimbangan  pemecahan
masalah yang dihadapi lingkup Bagian Umum kepada
Asisten Sekda III;
memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
berkaitan dengan penyelenggaraan lingkup Bagian Umum
sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
8) penyampaian ...
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8) penyampaian laporan hasil pelaksanaan administrasi

9)

wmum, tatau saha pimpinan, rumah tangga dan
kepegawaian setda, perencanaan, pengadaan, dan
pengelolaan asset setda, dan hubungan masyarakat dan
protokol;

melaksanakan pembinaan pehgelolaan rumah tangga
Pimpinan, pengelolaan aset dan  kepegawaian
Sekretariat Daerah,;

10) mengoordinasikan administrasi pehgelolaan BMD/aset

lingkup Sekretariat Daerah;

11) mengoordinasikan penyusunan laporan penhgadaan dan

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

administrasi pengelolaan BMD/aset Daerah lingkup
Sekretariat Daerah;

melaksanakan proses pengusulan penetapan pengguna
barang dan kuasa pehgguna barang lingkup Sekretariat
Daerah;

menyimpan dan mengamankan BMD/aset Dagérah yang
diserahkan oleh bagian-bagian lingkup Sekretariat
dalam proses penghapusan;

melaksanakan  ketatausahaan untuk mendukung
pelaksanaan tugas lingkup rumah tfangga Pimpinan,
pengelolaan Aset dan kepegawaian Sekretariat Daerah;
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas lingkup
Bagian Umum kepada Asisten Sekda III;

peltyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemérintah (LAKIP)
Bagian sebagai bagian dari Laporan Kinéra Instansi
Pemerintah (LKj) Bagian sebagai bagian dari Laporan
Kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah;
pengumpulan dan  pefliyusunan bahan  laporan
pertanggungjawaban Walikota atas penyelenggaraan
pemerintah daerah sesuai pedoman yang berlaku;dan
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
dan/atau atas perintah atasan sesuai dengan wewenang
bidang tugasnya.

c. mengoordinasikan:

3

2)
3)

4

pelaksanaan konsultasi, baik dengan pejabat lingkup
Bagian Umum, dan lingkup Setda;

pembinaan kegiatan lingkup Bagian Umum;

administrasi pengelolaan BMD /aset lingkup Sekretariat
Daerah;

penyusunan laporan pehgadaan dan administrasi
pengelolaan BMD/aset Daerah lingkup Sekretariat
Daerah; dan

program dan pelawanan Perangkat Daerah pada lingkup
Setda, Bagian Umum dalam upaya peningkatan kinera
aparatur daerah sesuai dengan bidang tugasnva.
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Paragraf?2
Fungsi
Pasal 113
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi
a. penyusunan rumusan kebijjakan lingkup Bagian Umum;
b. pongordinasian pelaksanaan program kebijakan lingkup
Bagian Umum;
c. pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi lingkup
Bagian Umum;
d. pemantauan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah lingkup Bagian Umum;
e. evaluasi pelaksanaan program kebijakan lingkup Bagian
Umuim,
f pelaporan pelaksanaan program kebijakan lingkup Bagian
Umum;dan
g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Sekda NI
sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 114
h. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 112, Bagian Pembangunan dan Sarana dan Prasarana

Wilayah memiliki rincian tugas:

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang Derlaku sebagai bahan pedoman
pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

a. mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup Setda
dan membagi tugas pengumpulan bahan;

b. mengoordinasikan  konsep rencana  penyuslnan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Asda;

c. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada pejabat terkait lingkup
Asda;

d. mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
pimpinan;dan

e. memfinalisasi dokumen pelaporan.

b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup
Bidang dengan menjabarkan rencana operasional lingkup
asisten berdasarkan SOP dan Renstra Setda sebagai

pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

-
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3) merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan program kerja;

4) merumuskan kerangka acuan kega sebagai panduan
operasional dalam pelaksanaan program kerja;dan

5) mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bagian
sestlai dengan tugas dan tanggung jawab.

. mengoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup

sekretariat sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung

jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat

berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-
kegiatan yang harus dilaksanakan;

2) mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan
kewenangan bawahan;

3) membagi tugas kepada pejabat terkait;dan

4} menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan
tugas.

. pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum, Tata Usaha

Pimpinan, Rumah Tangga dan Kepegawaian, Sub Bagian

Pengadaan Setda, dan Sub Bagian Rumah Tangga, sesuai

prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka

mendukung kelancaran kegiatan operasional lingkup Setda,
dengan tahapan:

1} merumuskan prosedur kegiatan lingkup Sub Bagian
Umum, Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga dan
Kepegawaian, Sub Bagian Pengadaan Setda, dan Sub
Bagian Rumah Tangga,

2) melaksanakan Kegiatan lingkup Sub Bagian Umum, Tata
Usaha Pimpinan, Rumah Tangga dan Kepegawaian, Sub
Bagian Pengadaan Setda, dan Sub Bagian Rumah
Tangga,dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Sub Bagian
Umum, Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga dan
Kepegawaian, Sub Bagian Pengadaan Setda, dan Sub
Bagian Rumah Tangga.

. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bagian

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;
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3) mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil
kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil Kerja bawahan.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bagian

dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan

kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup
Bagian;

2) mengidentifikasi Lkesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4} menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5} memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Bagian

seguai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja

Sekretariat, dengan tahapan;

1) menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;

2) mereview konsep laporan;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada
pimpinan;dan

4) memfinalisasi laporan.

penyusuhan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlalcu sebagai bahan

pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup Bagian

dan memhagi trigas nengiimnillan hahan:
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2) mengoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan

4) kepada pejabat terkait lingkup Bagian;

5 mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
pimpinan;dan

6) memfinalisasi dokumen pelaporan.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanéan tugas lain;

3) menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;}dan

4) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan fugas dan fungsi.

(2) Bagian Umum, membawahi:
a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Humas, dan Protokol;

b. Sub Bagian Pengadaan Setda;dan
¢. Sub Bagian Rumah Tangga.

Bagian Kesebelas
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Humas, dan Protokol
Paragraf 1
Tugas
Pasal 115
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Humas, dan Protokol
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di
bawah dan Dbertangggung jawab Kepala Bagian, yang
mempunyai tugas:
a. menyiapkan:
1) penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha
Pimpinan, Humas, dan Protokal;
2) perumusan Kkebijakan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Tata Usaha Pimpinan, Humas, dan Protokol;

2} nenwsnhan kehiialktan telniea Snh Raginan Tata [Teahn
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4] pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan
pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan lingkup
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Humas, dan
Protokol; ‘

5) pengumpulan, pengolahan, penyiapan data Sub Bagian
Tata Usaha Pimpinan, Humas, dan Protokol;

6) pengendalian surat masuk dan surat masuk dan
keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang
dan perlengkapan dinas;

7) Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Pimpinan;

8) Pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat
daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan tata
usaha Pimpinan;

9) penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi
Karpeg, Karis/Karsu, Taspen, BPJS, dan Bapertarum;

10) penyiapan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai
serta Mengatur kehadiran pegawai,

11) penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan,
Humas, dan Protokol,

12) Pelaksanaan pengelolaan administrasi pemberitaan dan
kehumasan Pemerintah Daerah;

13) Pengkoordinasian  pelaksanaan  pemberitaan dan
kehumasan Pemerintah Daerah;

14) Pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat
daerah, Perangkat DPRD, Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan
pengelolaan kehumasan;

15) Penyiapan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan ke
protokolan dan perjalanan dinas Pemerintah Daerah;

16) Koordinasi ~ dan konsultasi pelaksanaan lingkup
keprotokolan dan perjalanan dinas pemerintah daerah,

17) Pelaksanaan pemberian pelayanan kepada tamu
Pemerintah Daerah;

18) Pelaksanaan lingkup keprotokolan dan perjalanan dinas
yang meliputi inventarissasi penjadwalan kegiatan
pimpinan, pengkoordinasi keprotokolan pembinaan dan
fasilitasi bantuan keprotokolan serta pelayanan
keprotokolan;

19) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
lingkup Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan. Humasi dan



- 193~

20} pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata
Usaha Pimpinan, Humas, dan Protokol;

21) pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Humas, dan
Protokol penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Humas, dan
Protokol,;

22) penyustnan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
Bagian Tata Usaha Pimpinan, Humas, dan Protokoldan

23} melaksanakan tugas-tugas lain yang' diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 116

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 115, Kepala Sub Bagian Sub Bagian Tata Usaha
Pimpinan, Humas, dan Protokol menyelenggarakan fungsi

a.

b.

Penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
Penyiapan pelaksanaan program Lkebijakan Pemerintah
Daerah sesuai bidang tugasnya;
penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;
penylapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya,;

€. penyiapan ...
petiyiapan evaluasi - pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnyadan
penyiapan pelaporan pelaksanaan program kebi _]akan
Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya;dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf3

Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 117

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 115, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Humas,
dan Protokol, memiliki tugas:

a. Penyiapan ...
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. penyiapan data penyusunan kebijakan tekmis lingkup Sub

Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan

tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2} mengkoordinasikan konsep rencana  penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5 memfinalisasi dokumen pelaporan.

. mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana

operasional Sub Bagian berdasarkan rencana operasional

sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan

tahapan:

1) menelaah rencana operasional sekretariat;

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukany

4) menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan;dan

5 membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.

. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yahg
harus dilaksanakan;

2) membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;dan

4) menentukan target waktu penyelesaian.

. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

T wnm e e o
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2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian;dan |

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian,

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub Bagian

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerjét berupa catatan
tertulis.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinasyang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan .

3) membubuhkan  paraf dan/atau = menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaild

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian dengan cara niemba.ndingkan rencana kegiatan

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan

tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian,;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan Kkegiatan
dengan program Kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4} menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan :

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

. melaporg'an pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian

secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas- kinerja

Sub Bagian, dengan tahapan:
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3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasandan

4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban, dengan tahapan:

I} menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian;

3} memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian;

4] mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.,

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian

tujuan organisasi, dengan tahapan:

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain,

3) menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan

4] memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua Belas
Sub Bagian Pengadaan Setda
Paragraf 1
Tugas
Pasal 118 .

Sub Bagian Pengadaan Setda dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertangggung jawab
Kepala Bagian, yang mempunyai tugas:

a. menyiapkan:

1) penyusunan program kerja Sub Bagian Pengadaan
~ Setda; .
2) perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Sub Bagian
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3) penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Pengadaan
Setda;

4) pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan
pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan lingkup
Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub Bagian
Pengadaan Setda;

S} pengumpulan, pengolahan, pehyiapan data Sub Bagian
Pengadaan Setda;

6] penyusunan rencana kebutuhan barang umum;

7} pelaksanaan administrasi pengamanan aset,
pengawasan aset, pengelolaan aset, dan pemindah
tanganan asset lingkup setda;

8 pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka
pelayanan kebutUhan dan perlengkapan kantor kepada
Unsur Setdz;

9) pengendalian administrasi pengadaan barang dan
perlengkapan  kantor, pelaksanaan administrasi
penggunaan dan perakaian Kkendaraan serta
penggunaan kantor pusat pemerintahan;

10) pelaksanaan pengurusan, pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian, inventarisasi sarana prasarana Setda;

11} pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung
kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;

12) pemberian dukungan kepada bagian-bagian dalam
pelaksanaan administrasi pengamanan aset,
pengawasan aset, pengelolaan aset, dan pemindah
tanganan aset;

13) pelaksanaan koordinasi lingkup Sub Bagian Pengadaan
Setda;

14) pelaksanaan  pembinaan lingkup Sub Bagian
Pengadaan Setda;

15) penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengadaan Setda;

16) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
lingkup Sub Bagian Pengadaan Setda;

17) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian
Pengadaan Setda; .

18) pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatan Sub Bagian Pengadaan Setda penyusunan
laporan akuntabilitas dan kinerja Sub Bagian
Pengadaan Setda;

19) penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
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20) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.
b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan

instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 119

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 118, Kepala Sub Bagian Pengadaan Setda
menyelenggarakan fungsi:

a Penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. Penyiapan pelaksanaan program kebjjakan Pemerintah
Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang
tugasnya;

c. penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya; .

d. penyiapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya,

e. penyiapan evaluasi pelaksanaan program kebijjakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnyaydan

f  penyiapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnyadan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian
sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 118, Kepala Sub Sub Bagian Pengadaan Setda, memiliki
tugas: :

a. penyiapan data penyusunan kebijpkan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebjjakan teknis lingkup Bagian
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan

tahanan:
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1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3} memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung,dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

. mengendalikan  pelaksanaan  penyusunan  rencana

operasional Sub Bagian berdasarkan rencana operasional

sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan

tahapan:

1} menelaah rencana operasional sekretariat;

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3} menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan; .

4) menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan;dan

5 membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
seslai dengan tugas dan tanggung jawab

. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan;

2) membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;dan

4) menentukan target waktu penyelesaian.

. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

1) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan Kkegiatan urusan tugas Sub
Bagian.

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Dartnsn mmantimd smvmamadiie daw Trabnctirncee rracma lhadwlalors asuadasTs
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1j menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil keria berupa catatan
tertulis.

. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang
berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan ioaraf dan/atau  menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian dengan cara membandingkan rencana kegiatan

dengan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan

tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub .
Bagian;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program Kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian

secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja

Sub Bagian, dengan tahapan:

1} menganalisis capaian kinerja bawahan;

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasanidan

4} memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

. menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub DBagian sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku sebagai bahan

pertangsungjawaban, dengan tahapan:
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2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian, '

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lngkup Sub
Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan képada
atasan langsung;dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan refierensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

3) menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petun juk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan

4) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga Belas
Sub Bagian Rurmnah Tangga
Paragraf 1
Tugas
Pasal 120
Sub Bagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian, berkedudukan di bawah dan bertangggung jawab
Kepala Bagian, yang mempunyai tugas:
a. menyiapkan:
1) penyusunan program kerja Sub Bagian Rumah Tangga;
2) perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Sub Bagian

Rumah Tangga;

3) penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Rumah
Tanggs;

4) pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan

pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan lingkup
Sub Bagian Rumah Tangga,

5) pengumpulan, pengolahan, penylapan data Sub Bagian
Rumah Tangga;

6) pelaksanaan koordinasi dan pembinaan lingkup Sub
Bagian Rumah Tangga;
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8) menginventarisasi kebutuhan rumah tangga Pimpinan;

9) melaksanakan penyediezan kebutuhan rumah tangga
Pimpinan;

10) Pelaksanaan pemberian pelayanan kepada tamu
Pemerintah Daerah;

11) Penyediaan dukuhgan jamuan makan minum dan alat
kelengkapan rapat-rapat koordinasi pimpinan, dan
pehyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan
kemasyarakatan;

12) Pelaksanaan persiapan dan dukungan dan kegiatan
rapat-rapat pimpinan dan bagian-bagian dilingkup
Setda;

13) melaksanakan pengamanan dan penjagaan di
lingkungan Sekretariat Daerah dan Balai kota serta
rumah dinas; _ .

14) pengadministrasian dan pengelolaan kerumahtanggaan
Pimpinan;

15) pengadministrasian dan pengelolaan gedung/kantor
Sekretariat Daerah;

16) melaksanakan pemeliharaan rumah dinas Pimpinan
beserta kelengkapannya;

17) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
lingkup Sub Bagian Rumah Tangga,;

18) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian
Rumah Tangga,

19) pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga penyusunan
laporan akuntabilitas dan kinerja Sub Bagian Rumah
Tangga;

20) penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
Bagian Rumah Tangga;dan

21) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya

b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan
instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf?
Fungsi
Pasal 121

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 121, Kepala Sub Bagian Rumah  Tangga
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b. penyiapan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang
tugasnya,

¢. penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;

d. penyiapan pemantauvan pelaksanaan program kebi ﬁkan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai.
bidang tugasnya;

e. penyiapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

. penyiapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 122

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 121, Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, memiliki tugas:

a. penyiapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan

tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep Tencana penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait h'ngkﬁp Bagian,

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

b. mengendalikan  pelaksanaan  penyusunan  rencana
operasional Sub Bagian berdasarkan rencana operasional
sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:

1Y menalaah renrana nneraasinnal ealrratariat:
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2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan;

4) menetapkan rencana Lkegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan;dan _

5) membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesuai dengan tugas dan tanggungijawab

. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana Kkegiatan menjadi tugas-tugas
vang harus dilaksanakan;

2) membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Lkepada
bawahan;dan

4} menentukan target waktu penyelesaian.

. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

1} menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian.

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan Ilingkup Sub

Bagian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4} membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinasyang
berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan
tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

nenvelenooarasn nelavanan nmihlik. dengan tahanan:
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2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki |

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian dengan cara membandingkan rencana kegiatan

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan
tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian,

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3} menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan,

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan,dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan,

. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian

secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja

Sub Bagian, dengan tahapan:

1) menganalisis capaian kinerja bawahan,

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3} mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan

4) memfi nalisasi laporan pelaksanaan tugas.

menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian;

J) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
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5} memfinalisasi dokumen pelaporan.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian

tujuan organisasi, dengan tahapan:

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

3) menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan

4) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VIII
TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI WALIKOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 123
Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu
Staf Ahli.
Tugas Staf Ahli pada ayat (1} diantaranya yaitu mewakili
Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi
kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan
kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah.
Staf Ahli Walikota berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada, Walikota dan secara administratif dikoordinasikan
oleh Sekda melalui Asisten sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Staf Ahli Walikota berada di bawah dan bertanggung jawab

" kepada Walikcta dan secara administratif dikoordinasikan

oleh Sekda melalui Asisten sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan dan Hukum;

b. Staf Ahli Walikota Bidang Keuangan dan Pembangunan;dan

c. Staf Ahli Walikota Bidang Sumber Daya manusia dan
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Bagian Kedua
Tugas
Pasal 124

Staf Ahli mempunyai tugas:

a.

menyusun program kegiatan Staf Ahli sesuai dengan
tugasnya;

menjabarkan perintah atasan sesuai dengan tugasnya
melalui  pengkajian  permasalahan dan  peraturan

perundang-undangan agar “pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala
Organisasi Perangkat Daerah baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal;

membantu merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan
pemerintah daerah sesuai dengan tugasnya;

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis, dan
permasalahan kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota
sesuai dengan tugasnya.
membuat kajian terhadap isu-isu strategis, dan
permasalahan kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota
sesUai dengan tugasnya.

memberikan rekomendasi solusi terhadap isu-isu strategis,
dan permasalahan kepada Walikota dan/atau Wakil
Walikota sesuai dengan tﬁgasnya.

memberikan rekomendasi basil kajian terhadap isu-isu
strategis, dan permasalahan kepada Walikota dan/atau
Wakil Walikota sesuai dengan tugasnya.

meémbuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai dasar pengambilan kebijakan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan tugas;dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...
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Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 125
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 125, Staf Ahli mempunyai fungsi: :
a. penyiapan bahan kajiandan
b. pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keempat
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 126

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 125, Staf Ahli walikota memiliki rincian tugas:

a. menyusun program kegiatan Staf Ahli sesuai dengan
tugasnya, dengan tahapan:
a. menjelaskan rencana kegiatan kepada pimpinan;dan
b. mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
program dengan pejabat terkait lingkup Perangkat
Daeraly
b. menjabarkan perintah atasan sesuai dengan tugasnya
melalui  pengkajian permasalahan dan  peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, dengan tahapan:
1} menelaah perintah;
2) mengidentifikasi perintah;
3) menyusun detail rencana pelaksanaan perintah;
4) menetapkan rencana tindak lanjut setelah mendapat
persetujuan dari pimpinan;
5) melaksanakan; dan
6) melaporkan
c. melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala
Organisasi Perangkat Daerah baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal, dengan tahapan:
1) menjabarkan rencana Kkegiatan menjadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan;

2} membagi tugas kepada mitra kera;dan
3) menentukan target waktu penyelesaian.
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d. membantu merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan
pemerintah daerah sesuai dengan tugasnya, dengan

tahapan:

1) menyusun prosedur;

2) mengelola;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan.

e. memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis, dan
permasalahan kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota
sesuai dengan tugasnya, dengan tahapan:

1) menelaah;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas;
3) mengidentifikasi;dan

4) membuat.

f. membuat kajian terhadap isu-isu strategis, dan
permasalahan kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota
sesuai dengan tugasnya, dengan tahapan:

1) menelaali;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas;
3) mengidentifikasidan

4) membuat.

g memberikan rekomnendasi solusi terhadap isu-isu strategis,
dan permasalahan kepada Walikota dan/atau Wakil
Walikota sesuai dengan tugasnya, dengan tahapan:

1) menelaah;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas;
3) mengidentifikasidan

4) membuat.

h. memberikan rekomendasi hasil kajian terhadap isu-isu
strategis, dan permasalahan kepada Walikota dan/atau
Wakil Walikota sesuai dengan tugasnya, dengan tahapan:

1) menelaah;
2) menentukan standar kualitas/kuantitas;
3} mengidentifikasidan
4) membuat.
i. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian

secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja
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1) menganalisis capaian kinerja bawahan;
2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;
3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasanydan
4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.
J- membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai dasar pengambilan kebijakan, dengan tahapan:
1) menyusun rencana;
2) mengkoordinasikan konsep;
3] membuat;
4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
pimpinan;dan
5) melaporlan.

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) menelaah;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas;
3) mengidentifikasi;dan

4) membuat.

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

3) menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan

4) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IX
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 127

Ketentuan tentang Kelompok Jabatan Fungsional pada Setda
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

)

BAB ...
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BABX
TATAKERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 128
Setiap Pejabat lingkup Setda bertanggungjawab memimpin,
mengoordinasikan setiap bawahannya dan memberikan
bimbingan, pedoman serta arahan bagi pelaksanaan tugas
setiap bawahannya. ‘
Setiap Pejabat lingkup Setda wajib mengawasi pelaksanaan
tugas  setiap bawahannya dan apabila terjadi
penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang
diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Setiap Pejabat lingkup Setda dibantu oleh pelaksana untuk
Penyelenggaraan administrasi dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekda, Asisten
Sekda, Staf Ahli, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian
wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik lingkup Setda dan dengan Perangkat Daerah,

Instansi/Lembaga terkait lainnya,
Pelaksanaan tugas dan fungsi Setda diselenggarakan oleh

Bagian dan Sub Bagian yang dikoordinasikan oleh Asisten
Sekda menurut bidang tugas masing-masing.

Setiap pegawai lingkup Setda melakukan hubungan
kerjasama secara hirarki dan/atau fungsi sesuai dengan
struktur dan jenjang jabatan berdasarkan aturan yang

berlaku.

Bagian Kedua
Hal Mewakili -

Pasal 129
Apabila Sekda berhalangan dalam pelaksanaan tugas,

rmalra Aanat manitrninly Asictan atarr Qtaf Ahli Walil-ata
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(2) Apabila Staf Ahli Walikota mendapatkan tugas lain dari
Walikota [Wakil Walikota/Sekda, maka wajib
melaksanakan untuk bertindak atas nama Walikota/ Walkil
Walikota/ Sekda.

(3) Apabila Asisten berhalangan dalam pelaksanaan tugas,
maka dapat menunjuk Kepala Bagian untuk bertindak
atas nama Sekda.

4) Dalam hnl mewakili, setiap Pejabat dibawah Asisten
sebelum melaksanakan tugas yang diwakilkan, haius
dapat mengkaji skala prioritas dan tingkat urgensi
permasalahan serta etika birokrasi yang berlak.

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 130

(1) Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah yang sudah
direncanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota
ini fetap dilaksanakan dan untuk anggaran tahun 2019
agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota
ini

(2) Hal-hal tekmis berkaitan dengan pengadaan barang dan
jasa sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Wali Kota ini

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 131
Pada saat Peraturan Walikota ini mnlai berlak:
a. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 53 Tahun 2016 fentang

Kedudukem, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cilegon (Berita Daerah

Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 53); dan

b. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 79 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 79).
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Pasal 132
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 26 Maret 2019
WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI
Diundangkan di Cilegon,

pada ‘ranggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

]

" SARI SURYATI
. "k‘

Y
- ,’; T

I

BERITA DAETRAH KOTA CILEGON TAHUN 2019 NOMOR 38
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGA
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
BAGAN SUSUNAN ORGANISAS] SEKRETARIA

WAKIIL WALIKOTA

WALIKOTA

—

SEKDA

STAF AHLI WALKOTA:
. BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM;

i 2. BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN
KELOMPOK PEMBANGUNAN;
JABATAN
FUNGSIONAL j
]
ASISTEN SEKDA I BIDANG ASI STEN S EKDA IIB IDAN G | ASISTEN SEKDA I -
PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIDANG ADMINISTRASI
]
! I ] | ] } _
BAGIAN BAGIAN B AGIAN SOSIAL BAGIAN BAGIAN BAGIAN PROGIAM BACIAN BAGIAN HUKUM

r - KESEJAHTERAAN ~| PEREKONOMIAN | ~ - S — 1 B
PE MERINTAHAN e KENMASYARAKATAN| -  PERDEONOMIAN PENGADAAN DAN KECONGAN ORGANISAS DAN DAN HAM -
SUB BAGIA SUBEALAN [
LleTIB RAGIAN J SUB BAGIAI BTNA | 1 | | SUB BAGIAN PML PTSP | | | SUB PAGIAN n BAGIAN EKIBDAN SUBBAGIANEASIITASL | |] o
KECAMATAN SOSIAL MASYARARAT) SO&%‘?{R%@% L. PHR’HUBU];\EN‘\N, PENGADAAY PROGRANM DAN ANFOR JAB PRODUKHUKUM o
| -

Ll suB BagIAN {] SUBBAGIANBINA) |} SUB BAGIAN | suBBaGIN || SUBBAGIAN | suBBAGIAN || SUBPAGIANKTLDAN | || SUBBAGANEANTI AN
N, KEAGAMAAN KERERATONES D iaOEERASL | [T pavAtiaN PRIGADA | | | ANGGARA DAN PELAYANAN FUEIK s | [1eer
SUB BACIAIT SUE FAGIAN BTNA Bay B A ; ; : OB Bl . a ‘
- KERSAMA 1 LIpOTENS! LEMBAGA| | | DIKBUDPAR | SUBEACGHN PUTR. | [susgaaamanannan || sus e | s U ot nowmsr| L St

PUSTAKARDA T APORAN KNERIA DAN RR DAN

NISPORA

WALIKOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI



